
Pelayanan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga 
Pemerintah Kewenangan Kota
No. SK : 27.a/DP2KBP3A/TAHUN 2022

Persyaratan

1. mengisi daftar tamu;

2. membawa Surat Pelaksanaan Tugas dari Pimpinan Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi 

Masyarakat/Partai Politik/Badan Publik lainnya; dan

3. menunjukan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak
Jalan Rahadi Oesman No. 3 Lt 4 78111 05618176776 

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 15:32. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8242980/pemerintah-kota-pontianak/pelayanan-pengarusutamaan-gender-pug-pada-lembaga-pemerintah-kewenangan-kota-


Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kota

Pengaduan Layanan

Lt. 4     

                           Pontianak (78116)

(8176776)

Handphone      :  0811 5764555 (Hotline: LARA EMAKK)

e-mail               :  dppkbpppa@pontianakkota.go.id

Website            :  dppkbpppa.pontianakkota.go.id

Instagram        :  dp2kbp3a.pontianak

e-Lapor            :  - pontianak.go.id

 Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN)
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